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BUPATI  BANYUWANGI 
 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

NOMOR  4  TAHUN  2011 

 
TENTANG 

 
PENERAPAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, 

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  
BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DI KABUPATEN BANYUWANGI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANYUWANGI, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan 
hidup sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara 
bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijaga keserasian antar berbagai usaha 
dan/atau kegiatan;  

b. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan 
dampak lingungan hidup, oleh karenanya perlu di analisis sejak awal 
perencanaannya sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan 
pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
huruf b, perlu mengatur tentang Penerapan Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten 
Banyuwangi dengan menuangkannya dalam peraturan daerah. 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara 
Tahun 1950 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2753); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 
Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3821); 
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6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nornor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 , 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 

11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5066); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenal 
Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas 
Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 
153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran 
Negara Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4858); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5230); 

18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 

19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan 
AMDAL; 

20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 

21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Panduan Penilaian Dokumen AMDAL; 

22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 tentang 
Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen AMDAL dan Persyaratan Lembaga 
Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen AMDAL; 
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23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang 
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan 
Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 231); 

24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai AMDAL; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 4 Tahun 
1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 1988 
Nomor 3/C); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BANYUWANGI 

dan 

BUPATI BANYUWANGI 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERAPAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK 
LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA 
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI KEGIATAN DAN/ATAU USAHA DI 
KABUPATEN BANYUWANGI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 

3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 

4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 
Banyuwangi. 

5. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup 
Kabupaten Banyuwangi. 

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau 
daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, 
kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana 
pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya. 

7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 
keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan 
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 

8. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL 
adalah surat pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab 
usaha/kegiatan untuk melakukan pengelolaan lingkungan bagi usaha 
dan/atau kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL dan/atau UKL-UPL. 
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9. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan 
hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. 

10. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang 
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL 
dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai 
prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 

11. Penerapan adalah implernentasi yang mendasar dari kajian suatu kegiatan 
dan/atau usaha yang menimbulkan dampak.  

12. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat 
AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau 
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi 
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau 
kegiatan. 

13. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang 
sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. 

14. Kerangka Acuan yang selanjutnya disingkat KA adalah ruang lingkup kajian 
analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil 
pelingkupan. 

15. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat ANDAL 
adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan 
penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.  

16. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL 
adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan 
hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. 

17. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL 
adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena 
dampak besar dan penting dari rencana usaha dan/atau kegiatan. 

18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan 
Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan 
pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak 
penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

19. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab 
terhadap suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dan sedang 
dilaksanakan.  

20. Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang berpengaruh 
dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan antara lain kedekatan 
jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh 
ekonomi, sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup dan/atau faktor 
pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. 
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BAB II 

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PENERAPAN 
AMDAL, UKL DAN UPL 

Pasal 2 

Maksud penerapan AMDAL, UKL dan UPL adalah: 

1. untuk mencegah dan menanggulangi dampak penting berupa kerusakan 
lingkungan hidup yang berdampak negatif bagi manusia dan ekosistem; 

2. meningkatkan dampak positif yang ditimbulkan sebagai akibat dari suatau 
usaha dan/atau kegiatan; 

3. sebagai dasar bagi pemrakarsa untuk melakukan pengelolaan lingkungan 
hidup; 

4. sebagai pedoman bagi pejabat pengawas lingkungan hidup dalam 
pelaksanaan teknis operasional di lapangan; 

5. sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan 
terhadap pengelolaan lingkungan hidup oleh pemrakarsa. 

 
Pasal 3 

Tujuan penerapan AMDAL, UKL dan UPL adalah: 

1. mencegah  terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 

2. menghindari terjadinya konflik dalam masyarakat; 

3. menjamin manfaat yang jelas dari suatu kegiatan dan/atau usaha kepada 
masyarakat sekitarnya dan masyarakat pada umumnya; 

4. memberikan jaminan bagi kelangsungan kegiatan usaha dan/atau 
pembangunan berkelanjutan; 

5. meningkatkan tanggung jawab semua pihak. 

 
Pasal 4 

Sasaran AMDAL , UKL dan UPL adalah: 

1. tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan fungsi lingkungan 
hidup; 

2. terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap, tindak, melindungi dan peduli 
terhadap lingkungan hidup; 

3. terjaminnya kepentingan lingkungan hidup untuk generasi masa kini dan 
masa depan; 

4. terjaminnya pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam secara 
bijaksana; 

5. terjaganya Kabupaten Banyuwangi dari dampak kegiatan dan/atau usaha 
yang menyebabkan timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. 

 

Pasal 5 

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan dan/atau usaha 
yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan 
hidup, wajib menyusun dokumen AMDAL; 


